[ SALINAN }

BUPATI BELITUNG
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

PERATURAN BUPATI BELITUNG
NOMOR 6 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BELITUNG NOMOR 29 TAHUN 2023
TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU
PADA TAMAN KANAK-KANAK, SEKOLAH DASAR, DAN
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BELITUNG,

Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan penerimaan peserta
didik baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, dan
Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Belitung, perlu
mengubah pedoman pelaksanaan penerimaan peserta didik
baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, dan
Sekolah Menengah Pertama;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Perubahan Atas Peraturan Bupati Belitung Nomor 29 Tahun
2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan Peserta
Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, dan
Sekolah Menengah Pertama;
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan
Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55), Undang-
Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56) dan Undang-
Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57) tentang

Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam

Lingkungan...
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Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang
Pembentukan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000
Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4033);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4301);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang
Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23,
Tambahan  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia
Nomor 51095), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang
Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112,
Tambahan  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia
Nomor 5157);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017

Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6041);

7. Peraturan...
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7. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang
Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6676), sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57
Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022
Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 6762);

8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137
Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak
Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 1668);

9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1
Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada
Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah
Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah
Kejuruan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021

Nomor 6);

10. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan
Teknologi Nomor 16 Tahun 2022 tentang Standar Proses
pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar,
dan Jenjang Pendidikan Menengah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 383);

11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 100.2.1.3-6620
Tahun 2023 tentang Pengangkatan Penjabat Bupati Belitung

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;

12. Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan,
Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor: 47/M/2023
tentang Pedoman = Pelaksanaan  Peraturan  Menteri
Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang
Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak,
Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah

Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan;

13. Peraturan...
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13.

Peraturan Bupati Belitung Nomor 29 Tahun 2023 tentang
Pedoman Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru pada
Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, dan Sekolah
Menengah Pertama (Berita Daerah Kabupaten Belitung

Tahun 2023 Nomor 29);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BUPATI BELITUNG NOMOR 29 TAHUN 2023
TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENERIMAAN PESERTA
DIDIK BARU PADA TAMAN KANAK-KANAK, SEKOLAH DASAR,
DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Belitung Nomor 29

Tahun 2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik

Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, dan Sekolah

Menengah Pertama (Berita Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2023

Nomor 29), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 13 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

(1) Pendaftaran PPDB dilaksanakan melaui alur sebagai berikut:

a.
b.
c.
d.

zonasi;
afirmasi;
perpindahan tugas orang tua/wali; dan/atau

prestasi.

(2) Jalur zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) haruf a,

terdiri dari:

a.

b.

jalur zonasi Sekolah Dasar paling sedikit 70% (tujuh puluh
perseratus) dari daya tampung sekolah; dan
jalur zonasi Sekolah Menengah Pertama paling sedikit 50%

(lima puluh perseratus) dari daya tampung sekolah.

(3) Jalur afirmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b,

paling banyak 15% (lima belas perseratus) dari daya tampung

sekolah.

(4) Kuota...
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(4) Kuota jalur afirmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3),
termasuk kuota calon peserta didik penyandang disabilitas
pada sekolah yang melaksanakan layanan inklusi.

(5) Jalur perpindahan orang tua/wali sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf d, paling banyak 5% (lima perseratus) dari
daya tampung sekolah.

(6) Jalur prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d,
merupakan sisa kuota dari jalur pendaftaran zonasi, afirmasi,
dan perpindahan tugas orang tua/wali.

(7) Dalam hal terdapat sisa kuota dari pelaksanaan sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) dan ayat (5), dapat dialihkan ke jalur
zonasi dan/atau prestasi sebagaimana dimaksud ayat (2) dan

ayat (6).

2. Ketentuan Pasal 22 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 22

(1) Jalur prestasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 20
berdasarkan:
a. rapor yang dilampirkan dengan surat keterangan peringkat
nilai rapor peserta didik; dan
b. prestasi di bidang akademik dan/atau non akademik
dengan pembobotan skor.
(2) Rapor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
menggunakan nilai rapor pada 5 (lima) semester terakhir.
(3) Pembobotan skor sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b, ditetapkan sebagai berikut:
a. tingkat internasional:
Juara I skor 100;
Juara II skor 95;
Juara III skor 90;
Juara Harapan I skor 85;

Juara Harapan II skor 80; dan

o R b=

Juara Harapan III skor 76.
b. tingkat nasional:

1. Juaral skor 75;

2. Juara II skor 70;

3. Juara III skor 65;

4. Juara...
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4. Juara Harapan I skor 60;
5. Juara Harapan II skor 55; dan
6. Juara Harapan III skor S1.

c. tingkat provinsi:

Juara I skor 50;

Juara II skor 45;

Juara III skor 40;

Juara Harapan I skor 35; dan

U

Juara Harapan II skor 31.
d. tingkat kabupaten:

Juara I skor 30;

Juara II skor 25;

Juara III skor 20;

Juara Harapan I skor 15; dan

e e

Juara Harapan II skor 10.
e. tingkat kecamatan:

1. Juaral skor 9;

2. Juara II skor 7; dan

3. Juara III skor 5.

Pasal II
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah

Kabupaten Belitung.

Ditetapkan di Tanjungpandan
pada tanggal 25 Maret 2024
Pj. BUPATI BELITUNG,

ttd.

YUSPIAN
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Diundangkan di Tanjungpandan
pada tanggal 25 Maret 2024
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BELITUNG,
ttd.

MZ. HENDRA CAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN BELITUNG TAHUN 2024 NOMOR 6

Salinan sesuai dengan aslinya
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https://simpeg.belitung.go.id/pegawai.php?mode=2&NIP=197206072000031004

